
BUPATI HALMAHERA BARAT
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KEPUTUSAIT BUPATI TIALMAHERA BARAT
NOMOR \\,A lKwS/ r /2026

TENTANG

PEI{UNJI'I(AN STAF KHUSUS BUPATI HALMA}IERA BARA?
BIDANG SUMBER DAYA MAI{USIA

DALAIVI PEIreLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAII
I(ABUPATEN HALMAIIERA BARAT

TA}IU$ 2A26

BUPATI HALMATITRA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata penyeienggaraan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan agar berjalan sesuai
keientuan peraturarr perurrdang- unciangar"r, rliperlukan penguratarr
kapasitas dan kapabilitas sumber dava manusia aparatur clalam
penyeienggaraan pemerintahan Daerah;

b. bahwa mengingat kompleksnya berbagai permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten
Halrnahera Barat serta untuk peningkatan kineria Bupati, maka sangat
dibutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Sumber l)aya Manusia
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bahw'a trerclasarkan ketentuan Pasal 2 a1,at (1) dan Pasal 3 ayat (Z]
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.A Tahun 2A25 tentang
Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati mengamanatkan bahrva Staf
Khusus Bupati diangkat oieh i3upati dan Pcngangkatan Staf Khusus
Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat
tentang Penunjukan Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Sumber
Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2O26;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1q58 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan l)aerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

2 Unriang-unciang Ir{omor 28 Tahun 1999 tentang Penyeienggaraan Negara
yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang*
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pt-'mbentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undanyundang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Unriang-unciang Nornor' 5 Tai-run 2Ai4 tentang Aparatur= Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2A74 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2A14 tentang Administrasi

Pemerintahan;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang*unclang Nomor 13 Tahun 202'2 tentang Perutlahan kedua atas

Und.ang-unrlang Nomor 12 Tahun 2Q11 tentang Pernbentukan Peraturan
Perundang-undangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun '2OL6 tentang Perangkat Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2aLT tentang Manajemen pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2afi tentang pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2arg tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang i.lomor 12 Tahun ZOLL tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2o Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Bo Tahun 201s
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta]n:un zo2a tuntang pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun zazL
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Haknahera Barat
Nomor 6 Tahun 2a16 kntang Pembentukan dan susunan perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomcr 1 Tahun zaz*
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2A26;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor za rahun zozt tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halrnahera Barat Nomor 10
Tahun 2A76 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.A Tahun zozs tentang
Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Katrupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2O26;

Menetapkan

KtrSATU

KBDUA

KtrTiGA

KEEMPAT :

KELIMA :

KtrtrNAM :

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Srlr. SUPRTTYADI HAMISI. M.PD sebagai Staf Khusus Bupati
Halmahera Barat Bidang Sumber Daya Mariusia Dalam Penyelenggaraatl
Pemerintahan Daerah.
Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Sumber Dalra Manusia
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan terhitung
mulai tanggal 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Rulan Desember
'n^L,,-'lnOr-rqriuil LvLv.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-r,vaktu dapat
ditinjau dar:/atau diakhiri Lrilamana tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-unrlangan, bertentangan rlengan kebijakan
pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hal lain vang bersifat teknis.
Staf Khusus Bupati Bidang SumLrer Daya Manusia Dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan kineda dengan besaran
Rp. 4.5OO.OOO,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Staf Khusus Bupati bidang Sumber Day-a Manusia Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah selain memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud
pada Diktum Keempat dapat pula diberikan tambahan penghasilan lain
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-unclangan vang
berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
Staf Khusus Bupati bidang Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan
penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan biaya perjalanan dinas
Dalam Daerah maupun Keluar Daerah (Dalam Negeri) disetarahkan dengan
Perjaianan Dinas Non PNS"
Stai Kiursus Bupati Biciang Surrber Daya ivianusia Daiarn Penyeienga-r-aan
Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. IVlemberikan bahan masukan, kajian dalam perumusan kebijakan Bupati
tli Bidang Sumber Daya Manusia Daiam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ]'ang mencakup pelayanan administrasi pemerintahan,
Berabangunan dan kemasyarakatan.
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b. Meiaksanakan identifikasi dan analisis pokok permasalahan yang urgen
dan strategis di Lridang Sumber Daya Manusia;

c. Ivlenyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaiuasi terhadap Sumber
Daya Manusia;

d. Membantu Staf Ahli Bupati dalam menyusun rekomendasi kajian dan
analisis Sumber Daya Manusia;

e. Memantau dan meiakukan kajian/analisis terhadap kebijakan Daerah
agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan Daerah;

f. Tugas-tugas khusus lain -yang diberikan oleh Bupati.

KEDELAPAN : Staf Khusus Bupati Bidang Sumber Daya Manusia Dalam Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas berkoordinasi dengan
Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

KESEMBILAN: Segaia biaya.yang akan timbul sebagai akibat tiikeiuarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

KBStrPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggai ditet.apkan.

Ditetapkan di: Jailolo
Padatanggal : f Jan
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BARAT,BUPATI
PE.IABAT PARAF

Sekretaris Daerah tu
Ass. Bid. Adm. Umum A.^/
Kabag Umum, Perencanaan &
Keuangan h^

Kabag. Hukum & Orgs V
Temhusan: Disampaikan ke Yth;
1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. llalmahera Barat di Jaiioio,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
1. Yang bersangkutan untuk diketahui.


